
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan yang telah 

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir bab-bab 

sebelumnya, maka sebagai akhir bab dari penelitian yang dibahas dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengakuan dan pengecekkan urine oleh penyidik 

 kepolisian, Muhammad Arif positif memakai narkotika dan ia

 ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana narkotika. Dalam proses 

 penyidikan diketahui bahwa ia belum cakap hukum. Maka penyidik 

 kepolisian melakukan proses diversi, dalam tahapan diversi 

 didapatkan kesepakatan bahwa anak dikembalikan kepada orang 

 tuanya berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam penetapan 

 Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru nomor: 1/pen.pid sus-

 anak/2016/PN Kbr. 

2. TindakpidanaanakdalamPenetapan hakim nomor: 1/pen.pidsus-

 anak/2016/PN Kbr. Hakim hanyamelakukanpenetapantelah

 diselesaikanyaatautelahdikukankesepakatanantarapihak

 kepolisiandenganpelakutindakpidana, dimadalamperkaraini

 pelakutindakpidanaadalahanakdibawahumur, sehinggatahapan

 penyelesaianyadilakukanolehpenyidikkepolisiandenganmelakukan

 diversi. Diversiadalahpengalihanpenyelesaianperkaraanakdari proses 

peradilanpidanake proses diluarperadilanpidana, 

 berdasarkanketentuanUndang-UndangNomor 11 Tahun 2012 

 tentangSistemPeradilanPidanaAnak. Sehinggakepolisianwajib

 melakukandiversidalamanak yang berkonflikdenganhukum. Dalam

 perkaraini, telahdidapathasildiversibahwakeputusanyaanak

 dikembalikankepada orang tua, sementaraituhasildiversi

 dilaporkanataudisampaikankePengadilanNegeri Koto Baru, 



 

 sehingga hakim mengeluarkanpenetapan yang hasilnyaperkara

 nomor: 1/pen.pidsus-anak/2016/PN Kbr. Telahdilakukandiversi

 dananak yang berkonflikdenganhukumdikembalikankepada orang 

 tuanya. 

3. Rukn al-adabimerupakanunsur moral dalamtindakpidana, dimana

 adanyaunsur yang tidakterpenuhi di dalamtindakpidanasehingga

 pelaksanaanhukumanpidananyatidakdapatdilaksanakan. Dalam

 pembahasanrukn al-adabiseorangkanak-kanaktidakdapat

 dikenakanhukumandalamperbuatantindakpidana yang  dilakukanya. 

Dimanaadanyaunsurketidakcakapanumurataukanak-

 kanaktersebutbelumtamyiz, denganadanyaunsurtersebutmakaia

 tidakdapatdikenakanhukumantindakpidana. Dalampenetapan Hakim 

nomor: 1/pen.pidsus-anak/2016/PN Kbr. Muhammad Arif berumur 17 

tahun. Menurutparafuqahaiasudahbaliq,  menurutpara

 fuqahamerekamembatasiusia lima belastahun,  menurutmereka

 mimpibasahbiasanyatidaklebihdariusia 15 tahun. 

 Sementaraitumenurut Imam Abu Hanifahbatasusiabaliqseseorang

 adalahberumur 18 (delapanbelas) tahun. Pendapat Imam Abu 

 HanifahinisejalandenganketentuanUndang-UndangNomor 12  Tahun 

2012 tentangSistemPeradilanPidanaAnakdijelaskanbahwa,  anak yang 

berkonflikdenganhukum yang selanjutnyadisebutanak adalahanak yang 

telahberumur 12 (duabelas) tahun, tetapibelum berumur18 (delapanbelas) 

tahun yang didugamelakukantindak pidana. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Saran        



 

 Berdasarkankesimpulandiatas, penulismemberikan saran-saran 

sebagaiberikut: 

1. Dalampenegakkanhukumsebaiknyaparapenegakhukum di 

 Indonesia, terutamabagikepolisiandan hakim, dapat 

 mempertimbangkan dan membandingkanantarahukumpidana

 konvensionaldenganhukumpidana Islam. Karna kajian tersebut juga 

 ada dalam pembahasan hukum Pidana Islam. 

2. Diharapkandenganadanyaskripsiini, adainovasidalambidang

 penegakhukum demi terwujudnyarealisasihakmanusia (HAM). 
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